
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

LAPORAN KEUANGAN 

KECAMATAN SAMBALIUNG 

TAHUN 2023 

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU 

KECAMATAN SAMBALIUNG 

TAHUN 2023 
 



BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

 
 Berdasarkan Undang-Undang Pasal 69 Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Deerah bahwa setelah tahun anggaran berakhir Kepala Daerah wajib 

menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Menteri Dalam 

Negeri Melalui Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Kepada 

DPRD , dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). 

 Maksud LKPD ini dibuat sebagai pedoman bagi Pelaksanaan Kegiatan 

Kecamatan dalam mendukung segala Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten 

Berau Yang ingin dicapai selama 5 ( Lima ) tahun kedepan, Karena Kecamatan 

Sambaliung merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yang dapat berdiri 

sendiri dalam pembuatan perencanaan dan pengeloaan keuangannya. 

 Tujuan penyusunan LKPD ini adalah untuk memberikan arah bagi kegiatan 

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang 

menjadi tugas pokok Kecamatan Sambaliung, juga dalam rangka membantu 

memfasiliitasi segala bentuk Aspirasi Masyarakat / Stakeholders dalam rangka upaya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 
 
 

 
 Laporan Keuangan Kecamatan Sambaliung  Kabupaten Berau  yang terdiri dari: 
 
 

a. Laporan Realisasi Anggaran 

b. Neraca 

c. Laporan Operasional 

d. Laporan Perubahan Ekuitas 

e. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 

 
Sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami. 

 

 Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Internal 

Yang memadai , dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi 

keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan.  

 
Sambaliung, 04 Januari 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BAB II 

PENGELOLAAN KEUANGAN 
 

 
A. Pengelolaan Belanja  

 
Pengelolaan Belanja Daerah di Kantor Kecamatan Sambaliung digunakan 

untuk membiayai belanja operasional, berupa belanja pegawai,belanja barang / 

jasa serta belanja modal untuk mendukung pencapaian target kinerja. Rincian 

Penggunaan belanja operasi antara lain : 

a. Belanja Pegawai 

Belanja Pegawai disini merupakan Kelompok Belanja Tidak Langsung 

merupakan belanja kompensasi yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk 

gaji, tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya, honorarium/ upah yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Anggaran dan 

realisasi belanja pegawai pada tahun anggaran 2023 dapat dirincikan sebagai 

berikut : 

  
Realisasi Belanja Pegawai Kecamatan Sambaliung Tahun 2023 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Sumber : SIPD KEMENTRIAN DALAM NEGERI 
 



b. Belanja Barang dan Jasa  
Belanja Barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ 

pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 ( dua belas ) bulan 
dan / atau pembeliean jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan 
pemerintahan daerah. Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa untuk 
tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut. 

   
 Realisasi Belanja Barang dan Jasa serta belanja Pegawai Kecamatan Sambaliung 
Tahun Anggaran 2023. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sumber : SIPD KEMENTRIAN DALAM NEGERI 
 

c. Belanja Modal 
Anggaran dan realisasi Belanja Modal pada Kecamatan Sambaliung 

Kabupaten Berau dalam periode Tahun Anggaran 2023 dapat dirincikan 

sebagai berikut : 

 

Realisasi Belanja Modal Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Tahun 

Anggaran 2023 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumber : SIPD KEMENTRIAN DALAM NEGERI 

 
B. Pengelolaan Aset  

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh 

Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat 

ekonomi dan / atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, 

termasuk sumber daya non meuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa 

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan 

sejarah dan budaya. Dalam pengertian asset ini tidak termasuk sumber daya 

alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan akndungan pertambangan. Aset 

diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. 

Aset diklasifikasikan menjadi asset lancer, Investasi Aset tetap dan Aset 

Lainya. 

a. Aset Lancar 

Aset lancer mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk 



direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 ( dua belas 

) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancer ini  terdir dari kas, piutan dan 

persediaan, asset lancer diakui sebagai berikut : 

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal 

2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan 

3. Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan ( net 

realizable value ), yakni mengurungkan nilai piutang dengan penyisihan 

piutang tidak tertagih 

4. Persediaan dicatat sebesar 

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian 

b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri 

c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi / 

rampasan 

5. Penyisihan piutang tidak tertagih. 

b. Aset Tetap 

Aset tetap mencakup seluruh asset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah 

Maupun untuk kepentingan public yang mempunyai masa manfaat lebih dari 

satu tahun. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, Apabila penilaian 

asset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan 

maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada perolehan. Selain 

tanah dan kontruksi dalam pengerjaan, seluruh aser tetap dapat disusulkan 

sesuai dengan sifat dan karakteristik asset tersebut. Biaya perolehan asset 

tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk 

tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya 

perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa, peralatan 

dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan asset 

tersebut. 

c. Aset Lainnya 

Aset lainnya adalah asset Pemerintah selain asset lancer, investasi jangka 

panjang dan asset tetap. Termasuk dalam asset lainnya adalah tagihan 

penjualan angsuran ( TPA ). Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang jatuh tempo 

satu tahun. Kemitraan dengan pihak ketiga dana yang dibatasi 

penggunaanya, asset tidak berwujud dan asset lain-lain. 

 

 



Realisasi Laporan Aset Kecamatan Sambaliung Tahun Anggaran 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Ekuitas 
 Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten  

yang menunjukkan Hak Pemerintah Daerah terhadap asset yang dimiliki atau 

dikuasai, setelah dikurangi hak ( klaim ) pihak ketiga terhadap asset tersebut. 

Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh 

Pemerintha Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiba jangka 

panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, perubahan ekuitas 

kecamatan Sambaliung adalah sebagai berikut : 

 
 
  
 
 
 
 
 
 Surplus ( Defisit ) – LO berasal dari selisih pendapatan Operasional dengan 

beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan 

pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. 

 

 Koreksi Ekuitas merupakan atas ekuitas awal yang disebabkan karena 

perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP 

berbasis akrula untuk pertama kali. Koreksi ekuitas juga dilakukan karena 

adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi  atas pencatatan asset. 

 

D. Pendapatan –LO 

 Pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah 



nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari pendapatan asli daerah ( PAD ) dan 

lain-lain pendapatan yang sah dengan realisasi tahun anggaran 2022 dan 2023 

sebagai berikut : 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Beban 
Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri dari Beban Operasi sebesar 

Rp.9.150.045.979,- dan Defisit Operasional sebesar Rp. 0,- 

 
1. Beban Operasi 

Beban Operasi terdiri dari pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya 

kewajiban yang menurunkan ekuitas Pemerintah Daerah Beban Operasi 

terdiri atas : 

 

 Beban Pegawai     Rp. 4.331.980.759,- 

 Belanja Barang dan Jasa   Rp. 4.689.656.220,- 

 Belanja Modal    Rp.    128.409.000,- 

 Belanja Hibah    Rp. 0.00,- 

 Jumlah Beban Operasional  Rp. 9.150.045.979,- 

 



Rincian lebih lanjut dari beban operasional adalah sebagai berikut : 
 

 
No 

 
Rincian Beban 

 
TA. 2023 

 
TA. 2022 

Kenaikan / 
Penuruan 

( Rp. ) 

1 2 3 4 5:(4-3) 

 
1 

 
Beban Pegawai 
 

 
4.331.980.759 

 
4.052.754.268 

 
279.227.491 

2 Beban Barang 
dan Jasa 

4.689.656.220 5.097.837.487 408.181.267 
 

 
3 

 
Belanja Modal 

 
128.409.000 

 
127.460.000 

 
949.000 

 

 
 

    

 
Jumlah 

 
9.150.045.979 

 
9.278.051.755 

 
128.005.776 

 

 
2. Defisit Non Operasional 

 
Defisit Non Operasional berasal dari deficit dari kegiatan non operasional 

yang terdiri atas : 

 Defisit penghapusan asset tetap   Rp.    0,00 

 Defisit dari kegiatan non operasional lainnya Rp.   0,00 

 Jumlah Defisit Non Operasional  Rp.   0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB  III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan BAB I dan II maka ada beberapa hal yang dapat 

disimpulkan adalah sebagai berikut : 

1. Capaian Fisik Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Sambaliung 

pada dasarnya sudah sangat baik ini dilihat dari presentase capaian dari sisi 

realisasi keuangan sebesar 95,72 % dari target 100 %. 

2. Capaian Anggaran Belanja Kecamatan Sambaliung baik untuk belanja 

langsung dan belanja tidak langsung sudah baik yaitu dengan presentase 

sebesar 96,05 % yang terdiri dari belanja Pegawai dan 95,53 % Untuk Belanja 

Barang dan Jasa, 91,32 % Untuk belanja Modal Kecamatan Sambaliung Tahun 

Anggaran 2023. 

 

Demikian Laporan LKPD Kecamatan Sambaliung disusun dan dibuat 

berdasarkan kondisi yang ada saat ini, tidak lupa juga kami menguvapkan 

terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak 

langsung dalam partisipasinya sehingga tersususnnya laporan ini sesuai 

waktu yang ditentukan, Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak untuk 

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Berau. 

 

Sambaliung, 04 Januari 2024 
 

 

 


